BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : a. bahwa Dberdasarkan Pasal 68 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Belanja Tidak Terduga merupakan
pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan
darurat termasuk keperluan mendesak serta
pengembalian atas kelebihan pembayaran atas
Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Bab.ll.D.4
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
terkait Belanja Tidak Terduga menyatakan keperluan
mendesak sesuai dengah karakteristik masing-masing
pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah .
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor
28 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan



Mengingat

Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan
kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan



10.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 67 57);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangén Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Républik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomeor 1777),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
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24.
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1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peratufan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional
Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan
Bidang Lingkungan Hidup Dan Bidang Kehutanan Tahun
Anggaran 2022, adanya Dana Alokasi Khusus Fisik
Penugasan bidang lingkungan hidup (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 97);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabanan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 1);
Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2021 Nomor 69) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati
Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2022 Nomor 28);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun

2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2021 Nomor 69) yang telah beberapa kali
diubah dengan Peraturan Bupati:

a.

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan
Tahun 2022 Nomor 12);

Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Tabanan Tahun 2022 Nomor 28);

diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 13
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
direncanakan sebesar Rp.1.833.176.345.845,00 (satu
triliun delapan ratus tiga puluh tiga milyar seratus tujuh

puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu

delapan ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri

atas:

a. belanja operasional;

b. Dbelanja modal;

c. belanja tidak terduga; dan

d. Dbelanja transfer.
Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga
Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:



3.

(2)

(3)

(4)

()

©)

Pasal 14

Anggaran  belanja  operasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, direncanakan
sebesar Rp.1.461.716.793.042,00 (satu triliun
empat ratus enam puluh satu milyar tujuh ratus
enam belas juta tujuh ratus sembilan puluh tiga
ribu empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;

c. belanja bunga;

d. Dbelanja hibah; dan

e. belanja bantuan sosial.
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, direncanakan sebesar
Rp.894.794.976.169,00 (delapan ratus sembilan
puluh empat milyar tujuh ratus sembilan puluh
empat juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu
seratus enam puluh sembilan rupiah).
Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar
Rp.498.704.682.873,00 (empat ratus sembilan
puluh delapan milyar tujuh ratus empat juta enam
ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh
puluh tiga rupiah).
Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, direncanakan sebesar
Rp.7.968.750.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus
enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh
ribu rupiah).
Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d, direncanakan sebesar
Rp.60.248.384.000,00 (enam puluh milyar dua
ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan
puluh empat ribu rupiah).
Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar
Rp.0,00 (nol rupiah).

Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 diubah,
sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut: |



(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 16
Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b,
direncanakan sebesar Rp.498.704.682.87 3;00
(empat ratus sembilan puluh delapan milyar tujuh
ratus empat juta enam ratus delapan puluh dua
ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang
terdiri atas:
a. beélanja barang;
belanja jasa;
belanja pemeliharaan;

belanja perjalanan dinas;

o p o o

belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan
kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
f. belanja barang dan jasa Bantuan Operasional
Sekolah; dan
g. belanja barang dan jasa Badan Layanan
Umum Daerah. _
Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, direncanakan sebesar
Rp.77.372.520.220,00 (tujuh puluh tujuh milyar
tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua
puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah).
Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, direncanakan sebesar
Rp.194.780.580.635,00 (seratus sembilan puluh
empat milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima
ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh
lima rupiah).
Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢, direncanakan sebesar
Rp.1.541.021.600,00 (satu milyar lima ratus empat
puluh satu juta dua puluh satu ribu enam ratus
rupiah).
Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar
Rp.40.520.950.946,00 (empat puluh milyar lima
ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh

ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah).



(7)

Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan
kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
direncanakan sebesar Rp.12.588.899.400,00 (dua
belas milyar lima ratus delapan puluh delapan juta
delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat
ratus rupiah).

Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional
Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f, direncanakan sebesar
Rp.46.919.278.014,00 (empat puluh enam milyar
sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh
puluh delapan ribu empat belas rupiah).

Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
g, direncanakan sebesar Rp.124.981.432.058,00
(seratus dua puluh empat milyar sembilan ratus
delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh
dua ribu lima puluh delapan rupiah).

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga
Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 17 _

Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar
Rp.77.372.520.220,00 (tujuh puluh tujuh milyar
tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua
puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah), yang
terdiri atas:

a. Belanja barang pakai habis; dan

b. Belanja barang tidak pakai habis.
Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar
Rp.77.372.520.220,00 (tujuh puluh tujuh milyar
tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua
puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah).
Belanja barang tidak pakai habis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan
sebesar Rp.0,00 (nol rlipiah).



5.

Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (9) Pasal 18 diubah,
sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 18
Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar
Rp.194.780.580.635,00 (seratus sembilan puluh
empat milyar tujuh ratus delapan puluh juta lima
ratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh
lima rupiah), yang terdiri atas:
a. Dbelanja jasa kantor;
belanja iuran jaminan/asuransi,
belanja sewa tanah;
belanja sewa peralatan dan mesin;
belanja sewa gedung dan bangunan;
belanja sewa aset tetap lainnya;

belanja jasa konsultansi konstruksi;

PR om0 a0 o

belanja jasa konsultansi non konstruksi;

i. belanja beasiswa Pendidikan PNS;

j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi,
bimbingan teknis serta Pendidikan dan
pelatihan; dan

k. belanja jasa insentif bagi pegawai NON ASN
atas pemungutan pajak Daerah.

Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar

Rp.129.667.284.524,00 (seratus dua puluh

sembilan milyar enam ratus enam puluh tujuh juta

dua ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua
puluh empat rupiah).

Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan

sebesar Rp.52.311.577.611,00 (lima puluh dua
milyar tiga ratus sebelas juta lima ratus tujuh
puluh tujuh ribu enam ratus sebelas rupiah).

Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf ¢, direncanakan sebesar

Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).




(6)

(10)

(11)

(12)

Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan
sebesar Rp.6.328.351.500,00 (enam milyar tiga
ratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh
satu ribu lima ratus rupiah).

Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan
sebesar Rp.1.743.000.000,00 (satu milyar tujuh
ratus empat puluh tiga juta rupiah).

Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan
sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus
ribu rupiah).

Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan
sebesar Rp.1.075.500.000,00 (satu milyar tujuh
puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Belanja jasa  konsultansi non  konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,
direncanakan sebesar Rp.643.000.000,00 (enam
ratus empat puluh tiga juta rupiah).

Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf I, direncanakan
sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan
juta rupiah).

Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan
teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan
sebesar Rp.2.487.118.000,00 (dua milyar empat
ratus delapan puluh tujuh juta seratus delapan
belas ribu rupiah).

Belanja jasa insentif bagi pegawai Non ASN atas
pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar
Rp.422.249.000,00 (empat ratus dua puluh dua

juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).



Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 33

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 huruf ¢, direncanakan sebesar
Rp.6.647.036.358,00 (enam milyar enam ratus empat
puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu tiga ratus lima
puluh delapan rupiah).
Ketentuan Lampiran [ dan Lampiran II, diubah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran
[I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada tanggal 14 Juni 2022

BUPATI TABANAN, L

\" l( I KQMANG GEDE SANJAYA #

Diundangkan di Tabanan
Pada tanggal 14 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

—

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 41



